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Abstract:  
Tujuan – Artikel ini bertujuan untuk menyajikan review pada pemadanan NIK menjadi 
NPWP (Y) sebagai variabel dependen terhadap kebijakan perpajakan (X1), sosialisasi 
perpajakan (X2), dan modernisasi administrasi perpajakan (X3). Tujuannya untuk 
mengembangkan hipotesis terkait hubungan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian 
yang akan datang.  
Metode Penelitian – Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
didukung oleh studi pustaka melalui kajian teori berdasarkan analisis deskriptif dengan data 
primer.  
Temuan – Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Implementasi Kebijakan Perpajakan 
berpengaruh pada Pemadanan NIK menjadi NPWP; 2) Implementasi Sosialisasi Perpajakan 
berpengaruh pada Pemadanan NIK menjadi NPWP; 3) Implementasi Modernisasi 
Administrasi Perpajakan berpengaruh pada Pemadanan NIK menjadi NPWP.  
Batasan Penelitian – Artikel ini mengandung batasan masalah yang mencakup pada 
penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan mengenai variabel yang akan diteliti. Oleh 
karena itu, penting untuk membahas sumber-sumber yang lain guna memperkuat dan 
mendukung variabel-variabel yang diteliti.  
Implikasi – Hasil dari artikel ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, wawasan 
dan menambah pemahaman dalam sektor perpajakan bagi pembaca serta dapat memberikan 
kontribusi bagi penelitian selanjutnya.  
Keaslian – Variabel yang digunakan dalam artikel literature review ini, menggabungkan 
beberapa variabel lain pada penelitian terdahulu sehingga dapat memberikan kontribusi 
dibidang perpajakan. 
 
 
 
 
 
Kata kunci: Pemadanan NIK menjadi NPWP, Kebijakan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, 
Modernisasi Administrasi Perpajakan. 
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1. Pendahuluan 

Masyarakat mulai meninggalkan hal yang dianggap rumit dan konvensional secara 

bertahap (Tobing & Kusmono, 2022). Dengan mengikuti perkembangan teknologi yang sangat 

pesat, pemerintah melakukan reformasi perpajakan sesuai dengan keadaan saat ini yang dimana 

semua kegiatan mengenai perpajakan dapat dilakukan secara online (Valianti et al., 2023). 

Kesederhanaan harus terpenuhi, melalui teknologi yang canggih dengan menggabungkan 

teknologi otomatisasi dan siber. Singkatnya, revolusi industri ini melibatkan penggunaan 

teknologi pintar yang mencakup semua aspek kehidupan manusia atau disebut sebagai era serba 

digital (Eka, 2023). 

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tanggal 29 Oktober 2021 

ditetapkan sebagai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada pasal 

2 ayat (1a) UU HPP, Nomor Induk Kependudukan dapat digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib 

Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

112/PMK.03/2022 yang mengatur pelaksanaan ini (Basalamah & Irawan, 2023).  

NIK sebagai NPWP adalah inovasi yang menguntungkan bagi masyarakat, DJP, dan  

negara. Untuk mengurangi kebutuhan masyarakat dalam membawa banyak kartu identitas, 

integrasi NIK sebagai NPWP adalah langkah awal yang baik. Selanjutnya, dengan menggunakan 

satu identitas dapat membuat pemerintah lebih mudah dalam memberikan pelayanan kepada 

rakyat mulai dari bidang pajak, penduduk sampai kesehatan (Panjaitan, 2022). Penggunaan nomor 

identitas tunggal juga dapat meningkatkan kinerja sistem basis data kependudukan, memastikan 

bahwa data kependudukan aman dan akurat, serta memungkinkan integrasi semua data baik 

keuangan maupun non-keuangan (Poernomo et al., 2021).  

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sampai tanggal 08 

Januari 2023 terdapat 53 juta NIK yang telah tervalidasi menjadi NPWP, hal itu sama dengan 69 

juta NIK yang tervalidasi. Setiap WPOP penduduk Indonesia yang persyaratan objektif dan 

subjektifnya sudah terpenuhi, maka diwajibkan mengaktifkan NIK sebagai NPWP. DJP secara 

jabatan dapat mengaktifkan NIK jika Wajib Pajak tidak melakukan aktivasi secara mandiri. 

Menurut Pasal 2 ayat (4) PMK 112/2022, DJP memberikan NPWP kepada WPOP yang 

merupakan penduduk melalui aktivasi NIK yang diikuti permohonan Wajib Pajak atau secara 

jabatan. Meskipun demikian, persyaratan objektif akan terwujud apabila subjek pajak sudah 

mendapatkan gaji atau kewajiban yang dipotong sesuai dengan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan (Magdalena et al., 2023). 
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Shadow economy di Indonesia diperkirakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi 

Keuangan (PPATK) sampai 8,3% hingga 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pihak yang 

tidak bertanggungjawab akan memanfaatkan kondisi ini untuk melangsungkan tindak pidana 

pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan adanya NIK sebagai NPWP ini, diharapkan 

dapat menurunkan angka shadow economy. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Organisasi 

Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi (OECD), rasio pajak di Indonesia mencapai 10,1% dari 

PDB. Hal tersebut menandakan tingkat rasio pajak berada di bawah rata-rata negara di Asia 

Pasifik, yakni 19% dari PDB. Adanya pemadanan NIK sebagai NPWP, diharapkan penerimaan 

pajak akan meningkat pada kurun waktu menengah hingga panjang (Indriani et al., 2023). 

Perubahan kebijakan perpajakan ini seringkali tidak disertai dengan sosialisasi dan 

pemahaman yang memadai (Maharani et al., 2023). Sehingga masyarakat kurang memahami 

dengan perubahan aturan perpajakan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan 

informasi secara menyeluruh yang diperlukan sebagai wajib pajak (Pauji, 2020). Inovasi 

pemerintah ini membuat masalah baru, yaitu masyarakat menduga bahwa orang yang berusia 18 

tahun wajib membayar dan melaporkan pajak meskipun mereka tidak mempunyai penghasilan. 

Namun, dugaan ini tidak akan berlanjut karena hal itu tidak benar. Dugaan buruk ini menganggu 

upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Chelsya & Verawati, 2023). 

Sebenarnya, kebijakan ini digunakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara di masa 

depan (Indriyani & Fajriana, 2023).  

Selanjutnya, banyaknya informasi mengenai pajak tersebar luas di media sosial menjadi 

salah (Maharani et al., 2023). Masyarakat lalai dalam membayar pajak dikarenakan proses 

pembayarannya yang panjang sehingga membutuhkan banyak waktu, energi, dan pikiran (Firdaus 

et al., 2023). Selanjutnya, arahan lebih mendalam mengenai pajak akan diberikan kepada calon 

WP yang masih bersekolah (Erstiawan & Binawati, 2023).  Oleh sebab itu, permasalahan ini harus 

cepat diatasi oleh pemeritah melalui pemberian pemahaman dan pengetahuan tentang kebijakan 

pajak serta modernisasi administrasi perpajakan melalui sosialisasi dan pelatihan perpajakan 

(Firdaus et al., 2023). 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Theory of Planned Behavior 

Berbagai teori sikap seperti teori belajar, harapan nilai, konsistensi, dan atribusi 

membentuk dasar Theory of planned behavior (TPB) (Manuntung, 2018:35). TPB adalah teori 

yang menjelaskan mengapa perilaku tertentu muncul yang didasarkan 3 komponen yaitu sikap 
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norma subjektif, dan kontrol perilaku. Teori ini sering digunakan dalam berbagai bidang keilmuan 

yang membahas tentang perilaku dan masalah lingkungan (Alimbudiono, 2020). Tujuan teori ini 

untuk memperkirakan dan memahami bagaimana motivasi dapat mempengaruhi keinginan 

seseorang. Dengan memberikan penjelasan tentang berbagai perspektif tingkah laku individu 

serta perubahan perilaku dilakukan untuk menentukan cara dan arah strategi yang dituju. 

(Afrianty, 2021). 

2.2 Definisi Pemadanan NIK menjadi NPWP 

Peraturan Menteri Keuangan akhirnya disetujui oleh Menteri Keuangan. Peraturan ini 

mengubah NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit (Panjaitan, 2022). Mulai tanggal 1 Januari 2024, 

penggunaan NIK sebagai NPWP dalam format 16 digit sudah dapat diterapkan secara menyeluruh 

pada semua jenis layanan perpajakan (Eka, 2023). Masyarakat disarankan untuk segera 

melakukan validasi NIK menjadi NPWP melalui situs web resmi DJP  (Kurnianingsih et al., 

2023). Tujuannya adalah untuk menetapkan Single Identity Number (SIN) sebagai identitas 

tunggal dalam akses data pada layanan publik (Indriyani & Fajriana, 2023).  

2.3 Kebijakan Perpajakan 

Kebijakan perpajakan adalah suatu peraturan yang dibuat pemerintah mengenai sektor pajak. 

Adanya kebijakan yang mendukung wajib pajak ini diharapkan dapat menaikkan tingkat kepatuhan 

mereka terhadap kewajiban perpajakannya (Wahyuni et al., 2020). Keadaan ekonomi dan sosial, 

struktur pemerintahan, nilai politik dan perasaan rakyat, serta norma lokal dan nasional dapat 

memengaruhi kebijakan perpajakan. Dengan adanya berbagai kepentingan yang terlibat dalam proses 

pembuatan kebijakan pajak dan perubahan perpajakan, menjadikan aturan publik tidak sempurna. 

Pada langkah awal, proses suatu kebijakan pajak berdasarkan pada opsi rasional, dalam diskusi 

terdapat pro dan kontra serta masing-masing mempunyai sedikit rasionalitas. Akibatnya, kebijakan 

pajak yang dipilih tidak ideal (Irmawati, 2022). 

2.4 Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi pajak adalah usaha yang dilakukan untuk membimbing masyarakat terkait 

pemahaman pajak, undang-undang pajak, dan peraturan pajak (Suriambawa & Setiawan, 2018). 

Tujuan dari sosialisasi pajak adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketentuan 

perpajakan (Wardani & Wati, 2018). Karena aturan serta sosialisasi pajak harus memberikan 
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informasi kepada wajib pajak, maka sosialisasi perpajakan dilakukan secara teratur (Dewi & Jati, 

2018). 

2.5 Modernisasi Administrasi Perpajakan 

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan 

pajak negara, otoritas melaksanakan program pengembangan yang sistematis di bidang 

perpajakan, terutama di bidang administrasi (Putra, 2020). Bagian penting dari program 

modernisasi adalah penyempurnaan proses administrasi karena penggunaan teknologi saat ini 

memungkinkan layanan yang diberikan lebih bagus, mudah, efisien, dan sederhana sehingga WP 

dapat dengan mudah membayar pajak (Marsaulina & Putra, 2018).  

3. Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Hasil 

(Setiadi, 2022) Harmonisasi UU HPP 

Perpajakan Indonesia 

Dengan Tax Center Jilid 2 

Kebijakan perpajakan terkait 

pemadanan NIK menjadi NPWP belum 

maksimal diterapkan, akan tetapi sudah 

memberikan pencapaian 100% lebih 

pendapatan negara sesuai yang 

ditargetkan pada tahun 2021. 

(Ariyanti & 

Mutiah, 2021) 

Hak dan Kewajiban Wajib 

Pajak Serta Otoritas 

Perpajakan Setelah 

Keluarnya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 

2021 Tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan 

WP wajib melakukan integrasi data 

perpajakannya dengan kependudukan 

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KUP. 

(Indriani et al., 

2023) 

Sosialisasi Perpajakan 

Pemadanan NIK menjadi 

NPWP Serta Tata Cara 

Pelaporan SPT PPh Orang 

Pribadi dan UMKM 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

terjadi peningkatan pemahaman terkait 

tata cara aktivasi NIK sebagai NPWP 

oleh WPOP. 
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(Ferawati et al., 

2023) 

Pelatihan dan 

Pendampingan Pengisian 

SPT Tahunan Orang 

Pribadi Di Lingkungan 

Politeknik Wilmar Bisnis 

Indonesia 

Kegiatan sosialisasi ini menghasilkan 

peningkatakan pemahaman bagi para 

peserta. 

(Pabeta et al., 

2023) 

Penerapan Sistem Single 

Identity Number Setelah 

Pemberlakuan Peraturan 

NIK menjadi NPWP 

Dengan diterapkannya Single Identity 

Number setelah adanya aturan NIK 

sebagai NPWP memiliki dampak untuk 

meningkatkan efektivitas pengolahan 

data identitas individu dan 

meningkatkan akurasi data. 

(Valianti et al., 

2023) 

Analisis Penerapan 

Modernisasi Sistem 

Administrasi Perpajakan 

Pada KPP Pratama 

Palembang Seberang Ulu 

Dengan adanya modernisasi sistem 

administrasi perpajakan dapat 

membantu masyarakat dalam 

melakukan kewajiban perpajakannya.  

 

4. Metode Penelitian 

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh kajian 

teori berdasarkan analisis deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan tentang 

masalah yang terjadi di masyarakat secara akurat dengan menggali informasi yang mendalam. 

Kerangka Pemikiran 
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5. Hipotesis 

5.1 Implementasi Kebijakan Perpajakan pada Pemadanan NIK menjadi NPWP 

Pemerintah Indonesia melakukan banyak hal untuk membantu pemulihan ekonomi 

negara. Salah satunya dengan UU HPP No.7 Tahun 2021 yang disahkan (Choirunnisa et al., 

2023). Dengan dibuatnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjadi peristiwa 

penting untuk mewujudkan perpajakan yang adil, sehat, efisien, dan akuntabel. Peristiwa penting 

tersebut adalah Indonesia dapat mewujudkan keinginan bangsa Indonesia setelah dilakukannya 

sistem perpajakan yang baru (Mohklas et al., 2022). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisanafi & Murdhaningsih (2023) memberikan 

pernyataan bahwa penerbitan PMK 112 tahun 2022 terkait penggunaan NIK menggantikan 

NPWP telah memberikan kepastian terkait penambahan dan sinkronisai basis data yang dapat 

diakses otoritas pajak. Karena hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis yaitu: 

 H1: Implementasi Kebijakan Perpajakan berpengaruh pada pemadanan NIK menjadi 

NPWP 

5.2 Implementasi Sosialisasi Perpajakan pada Pemadanan NIK menjadi NPWP 

Penyebab kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap 

pajak rendah, dan masyarakat juga tidak memahami bagaimana melapor dan membayar pajak, 

hal ini dapat menyebabkan wajib pajak tidak patuh (Kakisina, 2021). Kejelasan sosialisasi dapat 

dipengaruhi dengan cara sosialisasi yang dilakukan atau media sosialiasasi yang digunakan agar 

mudah dipahami oleh wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang rutin dapat membantu calon WP 

untuk memahami dan mengetahui semua hal terkait pajak (Hura & Kakisina, 2022). 

Hasil penelitian Zulkarnnaeni et al. (2023) menyatakan adanya peningkatan pengetahuan 

terkait dengan aturan perpajakan terbaru. Karena hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis 

yaitu: 

H2: Implementasi Sosialisasi Perpajakan berpengaruh pada pemadanan NIK menjadi 

NPWP 

5.3 Implementasi Modernisasi Administrasi Perpajakan pada Pemadanan NIK menjadi 

NPWP 

Sistem yang mudah digunakan oleh penggunanya juga diperlukan untuk menerapkan 

sistem modernisasi (Marsaulina & Putra, 2018). Salah satu modernisasi DJP untuk memudahkan 
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masyarakat adalah dengan Single Identity Number (SIN). Single Identity Number adalah tanda 

pengenal atau identitas yang tertanam pada setiap orang yang berisi data dan informasi pribadi, 

harta benda yang dimiliki, dan lainnya (Pabeta et al., 2023). Sesuai peraturan yang berlaku, SIN 

dirancang dengan menerapkan nomor khas pada satu kartu identitas yang diberikan kepada 

masyarakat yang memenuhi syarat (Alamsyah & Saragih, 2023). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tobing & Kusmono (2022) menyatakan dengan 

menerapkan NIK sebagai NPWP mampu memenuhi asas kesederhanaan serta kemanfaatan. 

Karena hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis yaitu: 

H3: Implementasi Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh pada pemadanan 

NIK menjadi NPWP 

6. Hasil dan Pembahasan 

6.1 Implementasi Kebijakan Perpajakan pada Pemadanan NIK menjadi NPWP 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohklas et al. (2022) menjelaskan dengan diterapkannya UU 

HPP wajib pajak lebih memahami dan dapat menangani masalah pajak secara langsung terkait 

dengan peraturan UU HPP. Hasil penelitian Basalamah & Irawan (2023) menyatakan dengan 

adanya kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP akan menyesuaikan data pribadi menjadi 

akurat. Hiong (2022) mengatakan bahwa perubahan kebijakan mengenai pemadanan NIK 

menjadi NPWP perlu dilakukan dengan kolaborasi yang bagus pada pihak fiskus dan wajib 

pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Amirah & Supriadi (2023) menjelaskan bahwa 

dengan adanya UU HPP tahun 2022 dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan 

administrasi perpajakan dan menyederhanakan kartu identitas yang digunakan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya kebijakan peraturan terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP bertujuan 

untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya menggunakan 

satu kartu identitas dengan data yang akurat dan mendukung perubahan kebijakan ini yang 

dibantu oleh para wajib pajak serta fiskus. 

6.2 Implementasi Sosialisasi Perpajakan pada Pemadanan NIK menjadi NPWP 

Penelitian yang dilakukan Amalia et al. (2023) menjelaskan bahwa sosialisasi penting 

dilakukan agar pandangan masyarakat terkait penggunaan NIK menjadi NPWP tidak salah. 

Firdaus et al. (2023) mengatakan adanya sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman serta 

pemikiran kepada wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan yang baru yaitu pemadanan 

NIK menjadi NPWP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yoga et al. (2023) yang juga 
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menyebutkan bahwa dengan sosialisasi perpajakan ini para peserta dapat memiliki 

pengetahuan terkait pajak. Selain itu, Jayusman et al. (2023) menyatakan melalui 

pendampingan integrase NIK menjadi NPWP mendapat dukungan yang baik dari masyarakat, 

sehingga membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. 

Satriya et al. (2023) pada penelitiannya menjelaskan melalui sosialisasi perpajakan yang 

diikuti masyarakat dapat menghindari kesulitan dan dapat mengatasi masalah yang dialami. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat harus mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 

maupun yang ada di social media, karena hal itu dapat menjadikan wajib pajak tidak bingung 

lagi dan lebih memahami serta menambah pengetahuan terkait aturan perpajakan yang baru. 

6.3 Implementasi Modernisasi Administrasi Perpajakan pada Pemadanan NIK menjadi 

NPWP 

Hasil penelitian Poernomo et al. (2021) mengatakan bahwa seluruh masyarakat harus segera 

menerapkan Single Identity Number atau penggunaan NIK menjadi NPWP karena dapat 

menurunkan kesempatan korupsi dan menambah penerimaan pajak. Hal itu sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hernando & Wahyudin (2020) yang menyatakan bahwa DJP 

menetapkan target penerimaan pajak akan bertambah dan rasio pajak juga ikut meningkat 

dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan ini. Selanjutnya, penelitian Kurniasih et 

al. (2021) menjelaskan dengan adanya nomor identitas tunggal akan mempermudah wajib 

pajak dalam melakukan kegiatan transaksi dan administrasi. Alamsyah & Saragih (2023) pada 

penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan nomor identitas tunggal dapat mendapatkan 

banyak kegunaan dalam bidang perpajakan. Selain itu, Ardin (2022) menyatakan bahwa 

pemadanan NIK menjadi NPWP dapat menambah jumlah Wajib Pajak. Berdasarkan hasil 

penelitian dari beberapa peneliti tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya 

nomor identitas tunggal dapat memudahkan masyarakat dalam membawa banyak nomor 

identitas sehingga wajib pajak hanya perlu membawa KTP saja dan tidak perlu membawa 

NPWP saat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya serta membantu pemerintah 

dalam meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio. 

7. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan studi yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan perpajakan, 

sosialisasi perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Implementasi Kebijakan Perpajakan mempunyai dampak positif pada pemadanan NIK 

menjadi NPWP 

2. Implementasi Sosialisasi Perpajakan mempunyai dampak positif pada pemadanan NIK 

menjadi NPWP 

3. Implementasi Modernisasi Administrasi Perpajakan mempunyai dampak positif pada 

pemadanan NIK menjadi NPWP 

Saran 

Saran untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan faktor lain diluar penelitian ini 

yang dapat mempengaruhi pemadanan NIK menjadi NPWP yang belum diketahui pengaruhnya 

untuk menilai bagaimana pemadanan NIK menjadi NPWP, sehingga akan dapat menghasikan 

review yang lebih baik kedepannya. 
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